ABSTRAK

Suradi (NIM: 3220130018): Dimensi Hukum Ekonomi Syariah dalam
Penegakan Hukum Penyelenggaraan Umrah di Provinsi Jawa
Barat

Penelitian ini dilatarbelakangi postulat bahwa penyelenggaraan umrah di Indonesia
dan khususnya di Jawa Barat masih menghadapi berbagai masalah. Di satu sisi, pemerintah
telah membuat peraturan untuk mengatur izin operasional dan mekanisme penyelenggaraan
umrah. Namun di sisi lain, masih banyak ditemukan berbagai pelanggaran hukum oleh
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) seperti pelanggaran hak-hak konsumen,
penipuan, gagal berangkat, tidak keluarnya izin visa, dan bahkan hilangnya dana
konsumen. Atas dasar itu, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana dimensi hukum
ekonomi syariah memberikan kontribusi dalam penegakan hukum penyelanggaraan umrah
di Jawa Barat.

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis dimensi hukum
ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan umrah di
Indonesia; kedua, implementasi hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan peraturan
perundang-undangan penyelenggaraan umrah di Indonesia; ketiga, mekanisme penegakan
hukum dalam penyelenggaraan umrah di Jawa Barat dihubungkan dengan dimensi hukum
ekonomi syariah; dan keempat, implikasi penegakan hukum dan penerapan dimensi hukum
ekonomi syariah terhadap kepastian hukum penyelenggaraan umrah di Jawa Barat.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori tujuan negara
hukum sebagai gramd theory, teori penegakan hukum sebagai middle theory, dan teori
kepastian hukum sebagai operational theory.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif didukung dengan pendekatan
deskriptif-analitis dan empiris. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber dan teknik
pengumpulan data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan
seperti pejabat Kantor Kementerian Agama, Pelaku Usaha PPIU, dan Jamaah Umrah.
Sedangkan sumber dan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi
dokumentasi dan kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis data
menggunakan metode deduktif, hingga terumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: pertama, dimensi hukum ekonomi
syariah dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan umrah di Indonesia
mencakup: dimensi filosofis (tauhid), moral (amanah), dimensi hukum (‘adalah), dimensi
sosiologis (huriyah), dimensi budaya (musyawah), dimensi ekonomi (syafafiyah), dimensi
politik (nazahah), dan dimensi antropologis (maslahah); kedua, dimensi hukum ekonomi
syariah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan umrah di
Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan dan fatwa-fatwa hukum tentang umrah;
ketiga, mekanisme penegakan hukum dalam penyelenggaraan umrah di Jawa Barat
dilakukan melalui pendekatan struktur, substansi, dan kultur. Hal tersebut mencakup
pengawasan administratif, inspeksi lapangan, pemberian sanksi administratif, dan pelibatan
aparat penegak hukum, namun belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya,
kurangnya integritas, inkonsistensi penerapan sanksi, dan lemahnya kesadaran hukum; dan
keempat, implikasi penegakan hukum dan penerapan dimensi hukum ekonomi syariah
terhadap kepastian hukum penyelenggaraan umrah di Jawa Barat adalah diperlukan upaya
keras untuk meningkatkan kepatuhan administratif, perbaikan layanan, efek jera terhadap
pelanggaran, dan perubahan reputasi PPIU.



ABSTRACT

Suradi (SIN: 3220130018): The Legal Dimensions of Sharia Economics in The
Enforcement of Umrah Laws in West Java Province

This research is based on the postulate that the implementation of Umrah in
Indonesia, especially in West Java still faces various problems. On the one hand, the
government has made various regulations to regulate operational permits and mechanisms
for implementing Umrah. On the other hand, there are still many violations of the law by
Umrah Pilgrimage Organizers (PPIU) such as violations of consumer rights, fraud, failure
to depart, non-issuance of visa permits, and even loss of consumer funds. Therefore, this
study will examine how the Islamic economic law dimension contributes to the
enforcement of the law on the implementation of Umrah in West Java.

The objectives of this study are: first, to analyze the dimensions of Islamic
economic law in the laws and regulations for the implementation of Umrah in Indonesia;
second, the Islamic economic law dimension in the implementation of laws and regulations
for the implementation of Umrah in Indonesia; third, the mechanism of law enforcement
in the implementation of Umrah in West Java is linked to the dimensions of Islamic
economic law; and fourth, the implications of law enforcement and the application of the
dimensions of Islamic economic law on the legal certainty of the implementation of Umrah
in West Java.

The theoretical framework used in this study includes the theory of the purpose of
the rule of law as a grand theory, the theory of law enforcement as a middle theory, and the
theory of legal certainty as an operational theory.

This study uses a juridical-normative method supported by a descriptive-analytical
and empirical approach. This type of research is qualitative. Primary data sources collection
techniques are obtained from the results of observations and interviews with informants
such as officials of the Ministry of Religion Office, PPIU Business Actors, and Umrah
Pilgrims. Secondary data sources collection techniques are obtained from documentation
and literature studies that are relevant to the research objective. The data analysis uses a
deductive method, until the conclusion.

The results of the study show the following: first, the dimensions of sharia
economic law in the laws and regulations for organizing Umrah in Indonesia include:
philosophical dimensions (tauhid), morals (amanah), legal dimensions (‘adalah),
sociological dimensions (huriyah), cultural dimensions (musyawah), economic dimensions
(syafafiyah), political dimensions (nazahah), and anthropological dimensions (maslahah);
second, the Islamic economic law dimension in the implementation of laws and regulations
of umrah in Indonesia is contained in various regulations and legal fatwas on umrah; third,
the law enforcement mechanism in the implementation of umrah in West Java is carried
out through a structural, substantive, and cultural approach. This includes administrative
supervision, field inspections, the imposition of administrative sanctions, and the
involvement of law enforcement officers, but it has not been running optimally due to
limited resources, lack of integrity, inconsistent application of sanctions, and weak legal
awareness; and fourth, the implications of law enforcement and the application of the legal
dimension of sharia economics on the legal certainty of the implementation of umrah in
West Java are that hard work is needed to improve administrative compliance, improve
services, provide a deterrent effect on violations, and change the reputation of PPIU.
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